







PENGAWASAN PEJABAT INSPEKTORAT DAERAH DALAM 
PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN  







Penelitian ini tentang pengawasan Pejabat Inspektorat Daerah dalam Pengelolaan 
Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) bagi pegawai negeri sipil dengan lokasi penelitian 
pada Inspektorat Kabupaten Aceh Utara. Pertimbangan dipilihnya fokus dan lokus 
tersebut berdasarkan fenomenalogi adanya gejala bahwa pada umumnya 
bendaharawan gaji yang memotong pajak penghasilan sebagai pengelola administrasi 
pajak dari 11.665 pegawai negeri sipil terlambat menyetor ke kas negara/daerah. Tujuan 
yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 
pengawasan pejabat Inspektorat Kabupaten Aceh Utara dan hambatannya dalam 
penyelenggaraan pengawasan pengelolaan administrasi pajak penghasilan adalah 
terbatasnya sumber daya manusia,anggaran,sarana prasarana. Metode atau jenis 
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan kualitatif yang 
bersifat deskriptif yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 
peristiwa dan perilaku yang dapat diamati. Tehnik  memperoleh data digunakan melalui 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Tehnik analisa data ditempuh melalui koleksi 
data, mereduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan (verifikasi). Informan 
yang digunakan sebanyak 10 orang dari pejabat Inspektorat Kabupaten yang ditentukan 
berdasarkan purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang 
dilaksanakan Pejabat Inspektorat Kabupaten Aceh Utara terhadap pengelolaan 
administrasi pajak penghasilan bersifat pengawasan fungsional melalui pengawasan 
langsung (inspeksi) dan tidak langsung berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan 
sebelumnya Kesimpulannya bahwa pengawasan sudah diselenggarakan oleh pejabat 
Inspektorat Kabupaten Aceh Utara terhadap pengelolaan administrasi pajak penghasilan 
secara fungsional dan pengawasan langsung sesuai dengan perencanaan yang sudah 
ditentukan  Namun pelaksanaannya dalam berbagai hal masih memerlukan 
peningkatan-peningkatan. 
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    Salah satu aspek penting dalam 
penyelenggaraan pembangunan adalah 
pajak, karena pajak untuk membiayai 
seluruh kegiatan pembangunan dalam 
mewujudkan dan  meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Pajak 
memberikan kontribusi yang  besar 
terhadap keberhasilan pembangunan, 
dan merupakan sumber pendapatan 
negara untuk membiayai kegiatan 
pembangunan. Oleh karena itu pajak 
harus di pungut dan pengelolaannya 
harus dilakukan pengawasan secara 
intensif. 
    Ditinjau dari aspek hukum, 
pengawasan dilakukan dalam rangka 
kontrol sosial, memantau, 
mengevaluasi, mengarahkan dan 
menilai tentang  pelaksanaan sesuatu 
program agar sesuai menurut aturan 
hukum yang telah mengaturnya.   
Menurut sudut pandang manajemen 
bahwa pengawasan sebagai salah satu 
fungsi manajemen, yaitu  perencanaan 
(planning), pengelolaan (organizing), 
pelaksanaan (actuating) dan 
pengawasan (controlling). Oleh karena 
itu melalui pengawasan diharapkan 
suatu program dapat terlaksana  
menurut aturan  perundang-undangan 
serta mencegah terjadi pelanggaran 
terhadap peraturan hukum yang telah 
ada. Karena itu pengawasan memegang 
peranan penting dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. (Solly Lubis, 2007:13) 
          Landasan hukum tentang 
pengawasan adalah Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh, Peraturan 
Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 





Pemerintahan Daerah, Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 
tentang Sistim Pengendalian Internal 
Pemerintah, Keputusan Presiden Nomor 
74 Tahun 2001 tentang Tata Cara 
Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah, Peraturan 
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggung jawaban kepala daerah 
kepada DPRD dan DPRK, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat, Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Pejabat Pengawas Pemerintah di 
Lingkungan Departemen Dalam Negeri 
dan Pemerintah Daerah, Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 
2008 tentang kebijakan Pengawasan 
atas Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah. Khusus mengenai pengawasan 
administrasi pajak penghasilan (Pph) 
menjadi landasan hukumnya adalah 
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007. 
   Mengacu kepada landasan 
hukum di atas, maka tujuan 
pengawasan agar suatu program dapat 
terlaksana menurut perencanaan dan 
aturan perundang-undangan serta 
mencegah terjadi pelanggaraan 
terhadap peraturan hukum yang telah 
ada. Karena itu pengawasan memegang 
peranan penting dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.  
           Sebagaimana dijelaskan di atas, 
bahwa pajak merupakan sumber utama 
pendapatan negara maka pajak yang 
dipungut digunakan pemerintah untuk 




pengeluaran rutin dan pengeluaran 
pembangunan. Pengeluaran rutin 
adalah pengeluaran negara untuk 
menyelenggarakan pemerintahan yang 
bersifat rutin, seperti menggaji pegawai 
negeri sipil, membeli peralatan kegiatan 
pemerintahan, membayar bunga 
pinjaman, dan sebagainya. Adapun 
pengeluaran pembangunan seperti 
pembangunan jembatan, jalan raya, 
gedung sekolah, dan sebagainya. 
             Pajak merupakan iuran rakyat 
kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan 
tidak mendapat jasa timbal balik yang 
langsung dapat ditunjukkan dan yang 
digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum. Pajak harus 
berdasarkan Undang-undang yang 
disusun dan dibahas bersama antara 
pemerintah dengan Dewan Perwakilan 
Rakyat sehingga pajak merupakan 
ketentuan berdasarkan kehendak 
rakyat, bukan kehendak penguasa 
semata. Pembayar pajak tidak akan 
mendapat imbalan langsung dan  
manfaat dari pajak akan dirasakan oleh 
seluruh masyarakat baik yang 
membayar pajak maupun yang tidak 
membayar pajak (Rachmat Sumitro, 
1991:81) 
           Sesuai dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 
Tentang Pedoman Tehnis Organisasi  
dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan 
Kabupaten/Kota, bahwa yang 
dimaksudkan dengan pejabat 
Inspektorat Daerah (kabupaten) adalah 
aparat pengawas fungsional yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab 
kepada Bupati/Walikota. Seksi 
Pengawas adalah pejabat struktural  
yang melaksanakan pengawasan 
terhadap urusan pemerintahan di 
Daerah. Kelompok jabatan fungsional 




(auditor keuangan). Hal tersebut 
bermakna bahwa pejabat Inspektorat 
Daerah (kabupaten) adalah aparat 
pengawas fungsional yang berada 
dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupati/Walikota. Seksi Pengawas adalah 
pejabat struktural  yang melaksanakan 
pengawasan terhadap urusan 
pemerintahan di Daerah termasuk 
pengawasan terhadap Pajak 
Penghasilan (Pph) pegawai negeri sipil 
           Sesuai Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2007 Tentang Perpajakan 
menyatakan bahwa pajak adalah 
kontribusi wajib kepada negara yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan 
yang bersifat memaksa berdasarkan 
undang-undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung 
dan digunakan untuk keperluan negara 
bagi sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyat. Dari sekian banyak 
jenis pajak yang dijadikan sebagai 
sumber penerimaan negara tersebut 
yang digunakan untuk membiayai dana 
pembangunan yang paling besar 
kontribusinya adalah pajak penghasilan 
(PPh) pribadi baik bagi aparatur 
pegawai negeri maupun bagi 
masyarakat umum. Hal tersebut 
mengandung makna bahwa pajak 
penghasilan (PPh) adalah pajak yang 
dikenakan subjek pajak atas 
penghasilan yang diterima atau 
diperolehnya dalam tahun pajak.  
           Merujuk kepada undang-undang 
teresbut di atas, maka pajak 
penghasilan (Pph) diatur dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang 
pajak penghasilan yang menjadi objek 
pajak adalah penghasilan yaitu setiap 
tambahan kemampuan ekonomi yang 
diterima atau diperoleh wajib pajak baik 
yang berasal dari Indonesia maupun 
dari luar Indonesia, yang dapat dipakai 




kelengkapan wajib pajak yang 
bersangkutan. Dengan demikian pajak 
penghasilan (PPh)  adalah pajak atas 
penghasilan sehubungan dengan 
pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan 
nama dan dalam bentuk apapun yang 
diterima atau diperoleh wajib pajak 
orang pribadi dalam negeri 
sebagaimana diatur dalam Pasal 21 
Undang-Undang Pajak Penghasilan. 
           Adapun yang menjadi subjek 
pajak adalah barang pribadi, warisan 
yang belum terbagi sebagai satu 
kesatuan, badan usaha, dan bentuk 
usaha tetap. Subjek pajak terdiri atas 
subjek pajak dalam negeri dan subjek 
pajak luar negeri seperti bentuk pajak 
penghasilan.(1) Pajak upah atau gaji, 
pensiun, komisi, atau penghasilan lain 
yang diperoleh karena pekerjaan 
seseorang (wajib pajak).(2) Pajak 
honorarium dan royalti.(3) Pajak hadiah 
atau penghargaan. 
4) Pajak keuntungan berusaha.(5) Pajak 
bunga simpanan atau tabungan di 
bank.(6) Pajak dividen yang diterima 
oleh pemegang saham perusahaan. 
7) Pajak sewa tanah, rumah, atau harta 
kekayaan lain.(8) Pajak pembayaran 
asuransi ( Sumber: Undang-Undang 
Nomr 28 Tahun 2007) 
           Sejalan dengan pendapat di atas 
maka pegawai negeri merupakan salah 
satu unsur wajib pajak penghasilan 
(PPh) dengan tarifnya telah diatur  
menurut Undang-Undang Nomor 36 
tahun 2008 tentang perubahan 
keempat atas Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1983 tentang pajak penghasilan 
dan  tarif pemotongan dan pengenaan 
Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat 
Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota 
Tentara Nasional Indonesia, Anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
dan Pensiunannya atas penghasilan 




Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 
Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan 
bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri 
Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata 
Republik Indonesia, dan Para Pensiunan 
atas Penghasilan yang Dibebankan 
kepada Keuangan Negara atau 
Keuangan Daerah. 
          Observasi awal yang penulis 
lakukan menunjukkan bahwa di 
Kabupaten Aceh Utara memiliki 11.665 
pegawai negeri yang bertugas di 
berbagai dinas, badan, kantor, unit 
pelaksana tehnis daerah, yang tersebar 
di 27 kecamatan dalam Kabupaten Aceh 
Utara  yang kesemuanya menjadi wajib 
pajak penghasilan (PPh) yang 
merupakan pajak pribadi yang setiap 
bulan harus disetor ke kas negara atau 
kas daerah melalui bendaharawn gaji 
dan dilaporkan setiap tahun.pada setiap 
bulan Maret setiap tahun berjalan 
kepada negara atau daerah melalui 
bendaharawan gaji kepada Inspektorat 
Daerah Kabupaten/Kota 
           Idealnya adalah sebagaimana 
ditegaskan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2007 bahwa pajak penghasilan 
bagi pegawai negeri merupakan 
kontribusi wajib kepada negara dan 
digunakan untuk keperluan negara 
untuk kemakmuran rakyat. Dari sekian 
banyak jenis pajak yang dijadikan 
sebagai sumber penerimaan negara 
tersebut yang digunakan untuk 
membiayai dana pembangunan yang 
paling besar kontribusinya adalah pajak 
penghasilan (PPh) pribadi pegawai 
negeri maupun bagi masyarakat umum. 
Dengan demikian maka 
penyelenggaraan pemungutan pajak 
penghasilan bagi pegawai negeri 




berkewajiban melakukan pengawasan 
secara intensif terhadap administrasi 
pajak penghasilan pegawai negeri sipil. 
Menjadi permasalahan adalah laporan 
pajak pribadi pegawai negeri tersebut 
dinilai sebagian masih terlambat atau 
tidak tepat waktu yang ditetapkan pada 
setiap awal Maret. Oleh karena itu 
pejabat Inspektorat Kabupaten Aceh 
Utara diwajibkan melakukan 
pengawasan sehingga laporannya tidak 
terlambat sesuai dengan target waktu 
yang telah ditentukan.  
         
B. PEMBAHASAN 
          Berdasarkan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 
Tentang Pedoman Tehnis Organisasi 
dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan 
Kabupaten/Kota bahwa tugas pokok, 
fungsi dan uraian tugas Inspektorat 
Aceh Utara adalah: 
1. Inspektorat mempunyai tugas 
melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan urusan 
pemerintahan kabupaten, 
pelaksanaan pembinaan dan 
penyelenggaraan pengawasan 
pemerintahan desa, 
2. Menyelenggarakan tugas pokok  
tersebut, Inspekotorat 
mempunyai fungsi sebagai 
berikut : 
a. Perencanaan program 
pengawasan sesuai 




b. Perumusan kebijakan 
dan fasilitas pengawasan 
penyelenggaraan 
pemerintahan, 
c. Perumusan kebijakan 






d. Perumusan kebijakan 


















dan penilaian tugas 
pengawasan, 
h. Pelaksanaan review 
laporan keuangan dan 
evalusai kinerja 
pemerintah daerah, 
i. Pengelolaan kegiatan 
kesekretariatan 
3. Menjabarkan tugas pokok dan 
fungsi tersebut di atas, maka 
Inspektorat mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. Merencanakan dan 
menetapkan program 
pengawasan sesuai 
dengan kebijakan yang 







































dan penilaian tugas 
pengawasan, 
h. Melaksanakan revisi 







melaksanakan tugas lain 
yang diberikan Bupati 
sesuai dengan bidang 
tugas dan 
tanggungjawabnya.  
             Unsur-Unsur  Organisasi 
Inspektorat Kabupaten Aceh Utara 
terdiri dari, Sekretaris, Inspektur 
Pembantu wilayah I, Inspektur 




Pembantu Wilayah III, Inspektur 
Pembantu Wilayah IV, Auditor dan 
Kelompok jabatan fungsional. 
1. Pengawasan Pejabat Inspektorat 
Daerah dalam Pengelolaan 
Administrasi  Pajak Penghasilan 
(PPh) Pegawai Negeri Sipil 
 
         Berdasarkan hasil penelitian, 
pembahasan pada bab-bab sebelumnya 
dan hasil wawancara dengan informan 
dinyatakan bahwa pengawasan yang 
dilaksanakan Pejabat Inspektorat 
Kabupaten Aceh Utara terhadap 
pengelolaan administrasi pajak 
penghasilan (Pph) adalah pengawasan 
yang bersifat fungsional melalui 
pengawasan langsung dan tidak 
langsung. Pengawasan dilaksanakan 
berdasarkan perencanaan yang telah 
ditentukan dan jadawal yang telah 
ditetapkan. 
     1. Pengawasan Fungsional. 
         Bentuk pengawasan yang 
dilaksanakan oleh Pejabat 
Inspketorat Kabupaten Aceh 
Utara adalah “pengawasan 
fungsional”. Oleh karaena sesuai 
dengan aturan hukum yaitu 
Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 64 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Tehnis dan Tata Cara 
Kerja Inspektorat Provinsi dan 
Kabupaten/Kota dinyatakan  
bahwa Inspektorat 
Kabupaten/Kota merupakan 
lembaga resmi yang ditunjuk 
pemerintah untuk melaksanakan 
tugas-tugas dan fungsi 
pengawasan. Dengan demikian 
bahwa lembaga Inspektorat 
Kabupaten Aceh Utara secara 
fungsional memiliki tugas pokok 
dan fungsi untuk 
menyelenggarakan pengawasan. 
Hal tersebut sesuai dengan 
pendapat Hadari (2007:75) bahwa 
pengawasan fungsional 




dilaksanakan khusus untuk 
melaksanakan fungsi pengawasan 
secara independen terhadap 
objek yang diawasi. 
   2.  Pengawasan Langsung 
        Pengawasan yang dilaksanakan 
oleh Pejabat Inspektorat terhadap 
pengelolaan administrasi pajak 
penghasilan (Pph) adalah bersifat 
langsung yang dilaksanakan 
melalui inspeksi pada 
bendaharawan gaji yang 
memotong dan mengelola pajak 
penghasilan (PPh) 11.665 pegawai 
negeri sipil yang tersebar pada 27 
kecamatan dan Unit Pelaksana 
Tehnis (UPTD). Hal ini sesuai 
dengan pendapat Syahrin 
(2003:104) menyatakan bahwa 
pengawasan langsung 
dilaksanakan secara pribadi oleh 
pimpinan dengan meneliti, 
mengawasi, melihat sendiri 
ditempat kerja dan menerima 
secara langsung dari pelaksana 
pekerjaan yang dilakukan melalui 
inspeksi. 
    3.  Pengawasan Tidak Langsung 
         Pengawasan yang dilaksanakan 
Pejabat Inspektorat terhadap 
pengelolaan administrasi pajak 
penghasilan (Pph) bagi 11.665 
pegawai negeri sipil bersifat tidak 
lagsung adalah pengawasan yang 
dilaksanakan melalui mempelajari 
laporan, dokumen serta laporan 
lisan dan tulisan. Hal ini sejalan 
dengan pendapat Jumari 
(2003:85)  
    4. Pengawasan yang Direncanakan 
        Pengawasan yang dilaksanakan 
Pejabat Inspektorat Kabupaten 
Aceh Utara terhadap pengelolaan 
administrasi pajak penghasilan 
(Pph) dari pegawai negeri sipil 




direncanakan atau terpogram 
atau yang telah direncanakan 
sebelumnya, bersifat permanen 
yang telah terprogram dalam 
waktu tiga bulan sekali atau 
sebulan sekali.Ha ini sesuai 
dengan Solly Lubis (2007:16) 
menyatakan bahwa pengawasan 
yang terbaik adalah pengawasan 
yang direncanakan sebelumnya. 
          Menurut pendapat pakar 
(Winardi) bahwa pengawasan pada 
hakekatnya merupakan tindakan 
membandingkan antara hasil dalam 
kenyataan dengan hasil yang diinginkan. 
Hal ini disebabkan karena antara kedua 
hal tersebut sering terjadi 
penyimpangan-penyimpangan, maka 
tugas pengawasan adalah melakukan 
koreksi atas penyimpangan-
penyimpangan tersebut. Dengan 
demikian dapat dipahami bahwa 
pengawasan merupakan fungsi 
manajerial yang keempat setelah 
perencanaan, pengorganisasian, dan 
pengarahan. Sebagai salah satu fungsi 
manajemen, mekanisme pengawasan di 
dalam suatu organisasi memang mutlak 
diperlukan.  
Mengacu kepada pendapat di 
atas maka pelaksanaan suatu rencana 
atau program tanpa diiringi dengan 
suatu sistem pengawasan yang baik dan 
berkesinambungan, akan 
mengakibatkan lambatnya atau bahkan 
tidak tercapainya sasaran dan tujuan 
yang telah ditentukan. Sehubungan 
dengan hal tersebut, Syahrin (2003:78) 
menyebutkan bahwa konsep 
pengawasan menekankan pada empat 
hal, yaitu : 
1. Harus adanya rencana, standard 
atau tujuan sebagai tolak ukur 




2. Adanya proses pelaksanaan 
kerja untuk mencapai tujuan 
yang diinginkan. 
3. Adanya usaha membandingkan 
mengenai apa yang telah 
dicapai dengan standard, 
rencana, atau tujuan yang telah 
ditetapkan. 
4. Melakukan tindakan perbaikan 
yang diperlukan.  
     Konsep pengawasan di atas 
terlihat bahwa ada kegiatan yang perlu 
direncanakan dengan tolak ukur berupa 
kriteria, norma-norma dan standar, 
kemudian dibandingkan, mana yang 
membutuhkan koreksi ataupun 
perbaikan-perbaikan. Hal tersebut 
sesuai dengan pendapat ahli (Syafi’ie, 
2006:64) bahwa pengawasan “proses 
pengamatan daripada pelaksanaan 
seluruh kegiatan organisasi untuk 
menjamin agar semua pekerjaan yang 
sedang dilakukan berjalan sesuai 
dengan rencana yang telah ditentukan 
sebelumnya.” Hal tersebut mengandung 
arti bahwa pengawasan hanya dapat 
diterapkan bagi pekerjaan yang sedang 
berjalan dan tidak dapat diterapkan 
untuk pekerjaan pekerjaan yang sudah 
selesai dilaksanakan. 
          Sejalan dengan pendapat ahli di 
atas maka menurut peneliti 
berpendapat bahwa pengawasan 
adalah mengevaluasi apa yang 
dilaksanakan, mengevaluasi prestasi 
kerja dan apabila perlu menerapkan 
tindakan-tindakan korektif sehingga 
hasil pekerjaan sesuai dengan rencana 
rencana. Hal tersebut mengandung 
makna bahwa pengawasan dapat 
dianggap sebagai aktivitas untuk 
menemukan dan mengoreksi 
penyimpangan dalam hasil yang dicapai 
dari aktivitas yang direncanakan. 
Mengacu kepada pendapat tersebut 




pengawasan merupakan “kegiatan 
manajer yang mengusahakan agar 
pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai 
dengan rencana yang ditetapkan dan 
atau hasil yang dikehendaki”.  
           Pada  sisi lain menurut Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 
Pajak Penghasilan (PPh) dinyatakan 
bahwa pajak atas penghasilan berupa 
gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 
pembayaran lain dengan nama dan 
dalam bentuk apapun sehubungan 
dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, 
dan kegiatan yang dilakukan oleh orang 
pribadi subjek pajak dalam negeri.  
          Petugas pemotong pajak 
penghasilan adalah, pemberi kerja, yang 
terdiri dari orang pribadi dan badan, 
bendaharawan atau pemegang kas 
pemerintah baik pusat maupun daerah, 
dana pensiun, badan penyelenggara 
jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-
badan lain yang membayar uang 
pensiun dan tunjangan hari tua atau 
jaminan hari tua. Hal tersebut 
bermakna bahwa orang-orang (pribadi) 
yang melakukan kegiatan usaha atau 
pekerjaan bebas serta badan yang 
membayar : 
   1. Honorarium atau pembayaran lain 
sebagai imbalan sehubungan 
dengan        jasa dan/atau 
kegiatan yang dilakukan oleh 
orang pribadai dengan status        
subjek pajak dalam negeri, 
termasuk jasa tenaga ahli yang 
melakukan        pekerjaan bebas 
dan bertindak untuk dan atas 
namanya sendiri, bukan untuk 
dan atas nama persekutuannya. 
 
   2. Honorarium atau pembayaran lain 
sebagai imbalan sehubungan 
dengan        kegiatan dan jasa 




dengan status Subjek        Pajak 
luar negeri. 
1. Honorarium atau imbalan lain 
kepada peserta pendidikan, 
pelatihan, dan       magang. 
 
          Pengenaan Pajak Penghasilan 
(PPh) bagi pejabat negara, pegawai 
negeri sipil, anggota Tentara Nasional 
Indonesia, anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, serta para 
pensiunannya atas penghasilan yang 
menjadi beban Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara atau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Daerah, diatur berdasarkan ketentuan 
yang ditetapkan khusus mengenai hal 
dimaksud. 
         Pajak Penghasilan (PPh) adalah 
pajak yang dikenakan subjek pajak atas 
penghasilan yang diterima atau 
diperolehnya dalam tahun pajak.Pajak 
penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang 
Pajak penghasilan. 
   a. Objek Pajak 
 Objek pajak adalah penghasilan 
yaitu setiap tambahan kemampuan 
ekonomi      
       yang diterima atau diperoleh wajib 
pajak baik yang berasal dari 
Indonesia  
       maupun dari luar Indonesia, yang 
dapat dipakai untuk konsumsi atau 
untuk  
       menambah kelengkapan wajib pajak 
yang bersangkutan. 
  b. Subjek Pajak 
      Subjek pajak adalah barang pribadi, 
warisan yang belum terbagi sebagai 
satu kesatuan, badan usaha, dan 
bentuk usaha tetap.  
          
           Subjek pajak terdiri atas subjek 




luar negeri. Beberapa contoh bentuk 
pajak penghasilan. 
      1. Pajak upah atau gaji, pensiun, 
komisi, atau penghasilan lain yang 
diperoleh         
          karena pekerjaan seseorang (wajib 
pajak). 
      2. Pajak honorarium dan royalti. 
      3. Pajak hadiah atau penghargaan. 
      4. Pajak keuntungan berusaha. 
      5. Pajak bunga simpanan atau 
tabungan di bank. 
      6. Pajak dividen yang diterima oleh 
pemegang saham perusahaan. 
      7. Pajak sewa tanah, rumah, atau 
harta kekayaan lain. 
      8. Pajak pembayaran asuransi. 
          Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2007 tentang pajak 
penghasilan (PPh) bahwa pengenaan 
tarif Pajak Penghasilan  yang bersifat 
final kepada golongan kepangkatan 
tertentu bagi PNS, Anggota TNI, 
Anggota POLRI dan Pensiunannya 
merupakan insentif. Pengenaan pajak 
yang bersifat final imaksudkan untuk 
memberikan kemudahan dan 
kesederhanaan administrasi bagi fiskus, 
bendahara pemerintah sebagai 
pemotong pajak dan Wajib Pajak orang 
pribadi yang dipotong pajak.  
2. Hambatan Bagi Inspektorat 
Kabupaten Aceh Utara dalam 
Pengawasan Pengelolaan 
Administrasi Pajak Penghasilan 
(PPh) Pegawai Negeri Sipil. 
 
            Berdasarkan  hasil penelitian dan 
pembahasan pada bab-bab sebelumnya 
serta hasil wawancara dengan informan 
dinyatakan bahwa hambatan yang 
dihadapi  Inspektorat Kabupaten Aceh 
Utara dalam pengawasan pengelolaan 
administrasi pajak penghasilan (PPh) 
pegawai negeri sipil adalah terbatasnya 
sumber daya manusia, terbatasnya 
dana operasional, terbatasnya sarana 




terbatasnya peluang mengikuti diklat 
tehnis pengawasan. 
     1. Terbatasnya Sumber Daya 
Manusia 
         Terbatasnya sumber daya manusia 
baik secara kuantitafi maupun 
kualitatif. Secara Kuntitatif bahwa 
jumlah petugas pengawas pada 
Inspektorat Kabupaten Aceh 
Utara hanya 22 orang dan jauh 
tidak sebanding dengan lingkup 
tugas pengawasan yang 
diembannya sangat luas dan 
komplek. Secara Kualitatif bahwa 
rendahnya sumber daya manusia 
karena kurang relevannya latar 
belakang pendidikan petugas 
pengawas dengan tugas-tugas 
dan fungsi pengawasan. Hal ini 
sejalan dengan pendapat ahli (Inu 
Kencana Syafi’ie) bahwa tugas-
tugas yang diberikan kepada 
pegawai negeri sipil sesuai 
dengan kompetensi yang 
dimilikinya, dengan kata lain 
tugas yang diberikan sesuai atau 
relevan dengan dengan latar 
belakang pendidikan yang 
dimilikinya. 
     2. Terbatasnya Dana Operasional. 
         Terbatasnya dana operasional 
menjadi hambatan dalam 
penyelenggaraan pengawasan 
oleh Pejabat Inspektorat 
Kabupaten Aceh Utara. 
Terbatasnya dana operasional 
akan berdampak pada 
penyelenggaraan operasional 
pengawasan akan menjadi 
terbatas pula. Apabila 
pengawasan tidak dilaksanakan 
secara terus menerus akan 
berdampak negatif terhadap 
pengelolaan administrasi pajak 
penghasilan, di khawatirkan akan 




penghasilan (Pph)  dari 11.665 
pegawai negeri sipil yang ada di 
Kabupaten Aceh Utara. 
    3. Terbatasnya Sarana dan Prsarana 
        Hambatan lain adalah terbatasnya 
sarana dan prsarana dalam 
menunjang pelaksanaan tugas-
tugas pengawasan terhadap 
pengelolaan administrasi pajak  
penghasilan (Pph), seperti sarana 
komputer dan kenderaan roda 
dua. Tersedianya sarana dan 
prasarana  sangat menunjang 
terhadap pengawasan 
pengelolaan administrasi pajak 
penghasilan (Pph). 
   4.  Terbatasnya Peluang Diklat 
        Hambatan lain adalah terbatasnya 
peluang Diklat tehnis dalam 
bidang pengawasan dengan kata 
lain terbatasnya kompetensi 
(keterampilan, keahlian, 
kemampuan) dalam menjalankan 
tugas-tugas dan fungsi 
pengawasan. Walaupun petugas 
pengawasan tidak memiliki latar 
belakang yang sesuai dengan 
tugas-tugas pengawasan, namun 
kompetensi dapat dibentuk 
melalui diklat tehnis pengawasan. 
    Sebagaimana dijelaskan 
sebelumnya bahwa salah satu aspek 
penting dalam penyelenggaraan 
pembangunan adalah pajak, karena 
pajak untuk membiayai seluruh 
kegiatan pembangunan dalam 
mewujudkan dan  meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Pajak 
memberikan kontribusi yang  besar 
terhadap keberhasilan pembangunan, 
dan merupakan sumber pendapatan 
negara untuk membiayai kegiatan 
pembangunan. Oleh karena itu pajak 
harus di pungut dan pengelolaannya 
harus dilakukan pengawasan secara 




pendapat ahli (Rachmat Sumitro, 1991)  
    Ditinjau dari aspek hukum, 
pengawasan dilakukan dalam rangka 
kontrol sosial, memantau, 
mengevaluasi, mengarahkan dan 
menilai tentang  pelaksanaan sesuatu 
program agar sesuai menurut aturan 
hukum yang telah mengaturnya.   
Menurut sudut pandang manajemen 
bahwa pengawasan sebagai salah satu 
fungsi manajemen, yaitu  perencanaan 
(planning), pengelolaan (organizing), 
pelaksanaan (actuating) dan 
pengawasan (controlling). Oleh karena 
itu melalui pengawasan diharapkan 
suatu program dapat terlaksana  
menurut aturan  perundang-undangan 
serta mencegah terjadi pelanggaran 
terhadap peraturan hukum yang telah 
ada. Karena itu pengawasan memegang 
peranan penting dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Hal ini sesuai dengan 
pndapat ahli Solly Lubis (2007:13) 
           Sebagaimana dijelaskan di atas, 
bahwa pajak merupakan sumber utama 
pendapatan negara maka pajak yang 
dipungut digunakan pemerintah untuk 
membiayai pengeluaran negara seperti 
pengeluaran rutin dan pengeluaran 
pembangunan. Pengeluaran rutin 
adalah pengeluaran negara untuk 
menyelenggarakan pemerintahan yang 
bersifat rutin, seperti menggaji pegawai 
negeri sipil, membeli peralatan kegiatan 
pemerintahan, membayar bunga 
pinjaman, dan sebagainya. Adapun 
pengeluaran pembangunan seperti 
pembangunan jembatan, jalan raya, 
gedung sekolah, dan sebagainya. 
             Pajak merupakan iuran rakyat 
kepada kas negara berdasarkan undang-
undang yang dapat dipaksakan dengan 




langsung dapat ditunjukkan dan yang 
digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum. Pajak harus 
berdasarkan Undang-undang yang 
disusun dan dibahas bersama antara 
pemerintah dengan Dewan Perwakilan 
Rakyat sehingga pajak merupakan 
ketentuan berdasarkan kehendak 
rakyat, bukan kehendak penguasa 
semata. Pembayar pajak tidak akan 
mendapat imbalan langsung dan  
manfaat dari pajak akan dirasakan oleh 
seluruh masyarakat baik yang 
membayar pajak maupun yang tidak 
membayar pajak (Rachmat Sumitro, 
1991:81) 
           Sesuai Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2007 tentang pajak penghasilan 
bahwa pajak merupakan kontribusi 
wajib kepada negara yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan undang-undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi sebesar-besarnya 
untuk kemakmuran rakyat. Dari sekian 
banyak jenis pajak yang dijadikan 
sebagai sumber penerimaan negara 
tersebut yang digunakan untuk 
membiayai dana pembangunan yang 
paling besar kontribusinya adalah pajak 
penghasilan (PPh) pribadi baik bagi 
aparatur pegawai negeri maupun bagi 
masyarakat umum. Hal tersebut sesuai 
dengan pendapat ahli (Rachmat 
Sumitro) bahwa pajak penghasilan (Pph) 
adalah pajak yang dikenakan subjek 
pajak atas penghasilan yang diterima 
atau diperolehnya dalam tahun pajak.  
           Merujuk kepada undang-undang 
teresbut di atas, maka pajak 
penghasilan (Pph) diatur dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang 
pajak penghasilan yang menjadi objek 
pajak adalah penghasilan yaitu setiap 




diterima atau diperoleh wajib pajak baik 
yang berasal dari Indonesia maupun 
dari luar Indonesia, yang dapat dipakai 
untuk konsumsi atau untuk menambah 
kelengkapan wajib pajak yang 
bersangkutan. Dengan demikian pajak 
penghasilan (PPh)  adalah pajak atas 
penghasilan sehubungan dengan 
pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan 
nama dan dalam bentuk apapun yang 
diterima atau diperoleh wajib pajak 
orang pribadi dalam negeri 
sebagaimana diatur dalam Pasal 21 
Undang-Undang Pajak Penghasilan. 
           Adapun yang menjadi subjek 
pajak adalah barang pribadi, warisan 
yang belum terbagi sebagai satu 
kesatuan, badan usaha, dan bentuk 
usaha tetap. Subjek pajak terdiri atas 
subjek pajak dalam negeri dan subjek 
pajak luar negeri seperti bentuk pajak 
penghasilan.(1) Pajak upah atau gaji, 
pensiun, komisi, atau penghasilan lain 
yang diperoleh karena pekerjaan 
seseorang (wajib pajak).(2) Pajak 
honorarium dan royalti.(3) Pajak hadiah 
atau penghargaan. 
4) Pajak keuntungan berusaha.(5) Pajak 
bunga simpanan atau tabungan di 
bank.(6) Pajak dividen yang diterima 
oleh pemegang saham perusahaan. 
7) Pajak sewa tanah, rumah, atau harta 
kekayaan lain.(8) Pajak pembayaran 
asuransi ( Sumber: Undang-Undang 
Nomr 28 Tahun 2007) 
           Sejalan dengan pendapat di atas 
maka pegawai negeri merupakan salah 
satu unsur wajib pajak penghasilan 
(PPh) dengan tarifnya telah diatur  
menurut Undang-Undang Nomor 36 
tahun 2008 tentang perubahan 
keempat atas Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1983 tentang pajak penghasilan 
dan  tarif pemotongan dan pengenaan 
Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, 




Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, dan 
Pensiunannya atas penghasilan yang 
menjadi beban Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) atau 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 
Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan 
bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri 
Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata 
Republik Indonesia, dan para pensiunan 
atas penghasilan yang dibebankan 
kepada Keuangan Negara atau 
Keuangan Daerah. 
          Observasi peneliti menunjukkan 
bahwa di Kabupaten Aceh Utara 
memiliki 11.665 pegawai negeri yang 
bertugas di berbagai dinas, badan, 
kantor, unit pelaksana tehnis daerah, 
yang tersebar di 27 kecamatan dalam 
Kabupaten Aceh Utara  yang 
kesemuanya menjadi wajib pajak 
penghasilan (Pph) yang merupakan 
pajak pribadi yang setiap bulan harus 
disetor ke kas negara atau kas daerah 
melalui bendaharawn gaji dan 
dilaporkan setiap tahun.pada setiap 
bulan Maret setiap tahun berjalan 
kepada negara atau daerah melalui 
bendaharawan gaji kepada Inspektorat 
Daerah Kabupaten/Kota (Sumber:BKPP 



















            Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan pada bab-bab sebelumnya 
serta hasil wawancara dengan 
informan, maka pada babini diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
     1.  Pengawasan yang dilaksanakan 
Pejabat Inspektorat  Kabupaten 
Aceh Utara dalam pengelolaan 
administrasi pajak penghasilan 
bagi 11.665 pegawai negeri sipil 
sudah dilaksanakan bersifat 
fungsional dengan bentuk 
pengawasan langsung/tidak 
langsung  sesuai perencanaan 
yang telah ditetapkan. Walaupun 
dalam penyelenggaraan 
pengawasan masih memerlukan 
peningkatan dan perbaikan. Hasil 
penelitian ditemukan bahwa 
hampir rata-rata bendaharawan 
gaji yang memotong pajak 
penghasilan  sebagai pengelola 
administrasi pajak penghasilan 
terlambar menyetor pajak 
penghasilan tersebut pada kas 
negara/daerah. 
    2. Hambatan yang dihadapi oleh 
Pejabat Inspektorat Kabupaten 
Aceh Utara dalam pengawasan 
pengelolaan administrasi pajak 
penghasilan dari 11.665 pegawai 
negeri sipil adalah terbatasnya 
sumber daya manusia (kuantitatif 
dan kualitatif), terbatasnya dana 
anggaran pengawasan, 
terbatasnya sarana dan prsarana 
pengawasan serta terbatasnya 
peluang mengikuti diklat tehnis 
dalam bidang pengawasan. 
Karena melalui diklat tehnis dapat 
membentuk kompetensi  pegawai 









          Berdasarkan kesimpulan di atas, 
maka disampaikan saran sebagai 
berikut:  
 
     1. Kepada Pejabat Inspektorat  
Kabupaten Aceh Utara hendaknya 
dapat melaksanakan pengawasan  
terhadap pengelolaan 
administrasi pajak penghasilan 
bagi 11.665 pegawai negeri sipil 
secara maksimal. Pengawasan 
dapat dilaksanakan secara 
fungsional dengan bentuk 
pengawasan langsung dan tidak 
langsung  sesuai perencanaan 
yang telah ditetapkan. Hendaknya 
selalu dilakukan pengawasan dan 
sosialisasi kepada bendaharawan 
gaji yang memotong pajak 
penghasilan  sebagai pengelola 
administrasi pajak penghasilan 
agar segera menyetor pajak 
penghasilan tersebut pada kas 
negara/daerah. 
    2. Diharapkan agar dapat mencari 
jalan keluar yang terbaik, 
sehingga hambatan yang dihadapi 
oleh Pejabat Inspektorat 
Kabupaten Aceh Utara dalam 
pengawasan pengelolaan 
administrasi pajak penghasilan 
dari 11.665 pegawai negeri sipil 
dapat teratasi secara maksimal, 
seperti terbatasnya sumber daya 
manusia (kuantitatif dan 
kualitatif), terbatasnya dana 
anggaran pengawasan, 
terbatasnya sarana dan prsarana 
pengawasan serta terbatasnya 
peluang mengikuti diklat tehnis 
dalam bidang pengawasan 
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